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ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM

PENGADAAN KAPAL WISATA
(Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn)

Wantrides Halomoan Lumbannahor *
Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum. **
Dr. Ismaidar, S.H., M.H. **

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tentunya
menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi
masalah internasional. Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Analisis putusan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal
wisata (Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn). Dan mengambil tiga
rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana tinjauan umum terhadap tindak pidana
korupsi, yang kedua Bagaimana jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi, dan
yang ketiga Bagaimana analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang
dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai
tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi
kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder.

Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia
mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih
berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini
tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi
seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan
pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam ranah
birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan
jabatannya dan melakukan korupsi.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat
penulis terhadap putusan atau vonis bebas terhadap Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P.,
M.M. dari dakwaan Primair dan Subsidair, merupakan tindakan yang tidak tepat.
Seharusnya Majelis Hakim memberikan kembali Putusan Sela agar Jaksa Penuntut Umum
dapat mencari lagi alat bukti terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Naik
Syaputra Kaloko, S.P., M.M. Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan
hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya
tentang hukum pidana korupsi.

Kata Kunci : Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Hukuman Bebas

* Mahasiswa Program Studi IImu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB, Medan.
**Dosen Program Studi lImu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB, Medan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Perubahan ke-4. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan penegakan hukum wajib didasarkan atas hukum yang tujuan akhirnya
adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana
diamanahkan UUDNRI 1945. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat
menimbulkan keresahan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi juga
politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas di Indonesia adalah
korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah diatur dalam 13 (tiga
belas) buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa
dikenakan pidana penjara karena korupsi. Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya
dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian diantaranya kerugian keuangan negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan

kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.



Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa
pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde baru
dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme
menumbuh suburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah
menjadi budaya masyarakat Indonesia.t

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tentunya
menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi
masalah internasional. Terbukti dengan adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya
merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik
korupsi ini. Kejahatan ini menjadi permasalahan yang begitu kompleks bagi negara
berkembang seperti Indonesia.

Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia
mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih
berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini
tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi
seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan
pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam ranah
birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan
jabatannya dan melakukan korupsi.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam hal

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara

! Eddy Rifai, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
2013, hal. 9.



Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan, dimana
masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang.

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan ialah
pengadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berpegang teguh pada
prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 “Kekuasaan kehakiman
adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia”. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima,
memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, dalam menangani suatu
perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan kemungkinan
dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama,
kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan
adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam
memberikan putusan.?

Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah satunya
tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) vyaitu putusan bebas (Vrijspraak). Seorang terdakwa dapat diputus bebas
dengan alasan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim harus jeli dan

2 Oemar Seno Aji, Hukum Hakim Pidana. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 12.



cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU)
baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan dan alat bukti.

Putusan bebas bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang tidak cukup
terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini
akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas. Namun keberadaan putusan bebas
(Vrijspraak) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kadangkala memunculkan polemik
di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan berujung pada
anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan
Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, cenderung membuat putusan bebas daripada putusan penghukuman
akibatnya semangat dan kerja keras KPK yang menangkap tersangka korupsi kemudian
diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti sia-sia dengan keluarnya putusan
bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah.?

Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., MM. Selaku pejabat pembuat komitmen
(PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dengan saksi Drs. Pardamean Silalahi selaku kepala dinas
Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi, saksi Drs. Capah selaku
pengawas lapangan (Keduanya Terdakwa lain dalam tuntutan terpisah) dan Nora Butar-
butar, SH. selaku CV. Khayla Prima Nusa (Kualifikasi DPO) serta saksi Drs Tumbur M.
Simbolon selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jinto Barasa,

A.Md. selaku sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) saksi Ramles

3 Djumadi, Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri, Tesis Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura, 2013, hal. 3.



Simbolon selaku anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jamidin
Sagala selaku Pengawas Lapangan / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Party
P.O. Simbolon, ST. selaku Asisten Teknik / Ketua Pengadaan Barang/Jasa (kelimanya
Tersangka dalam proses penyelidikan), sebagai yang melakukan atau turut serta
melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair,
melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi , dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara
cq. Keuangan Daerah Kabupaten Dairi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar
Rp.551.357.374,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh puluh empat rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah
tersebut dan memilih judul : “Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata (Studi putusan nomor :

62/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana jenis penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana analisis putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi

putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :
1. Untuk mengetahui tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui jenis penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang

dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Sosial Sains Program Studi llImu Hukum Universitas Pembangunan
Pancabudi Medan, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbendaharaan
perpustakaan yang nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi mereka
yang ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Bagi penegak hukum, penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum pidana nasional

khususnya Tindak Pidana Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul ;



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan

Badan Usaha Milik Negara

Rumusan Masalah :

a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara?

b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam
putusan nomor 41/Pid.Sus. TPK/2015/PN.MKks?

Kesimpulan :

a. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan
olen karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor
41/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Mks adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak
pidana dalam pasal terbukti telah terpenunhi.

b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh Terdakwa selaku karyawan badan usaha milik negara dalam
putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai karena dalam
pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan
menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang

berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar.



Penulis :

Azharul Nugraha Putra Paturusi, B11113069, Fakultas Universitas Hasanuddin

Makassar, 2017.

. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang

dan Jasa

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa?

b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Perkara Putusan
Nomor 2588/K/Pid.sus/ 2015/MA?

Kesimpulan :

a. Penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan
secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 2588K/PID.SUS/2015 dengan
terdakwa Dr. FRANSSEDA Als. FRANS, berdasarkan KUHAP Pasal 183 Jaksa
Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa
dan menitik beratkan dakwaan pada (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat
(2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999.

b. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak

hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat



menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan
putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang
kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa.

Penulis :

Rezky, B 111 13 555, Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi

Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.MKks).

Rumusan Masalah :

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan
sosial?

b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana
(Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks)?

Kesimpulan :

a. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial
studi kasus putusan 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks adalah bahwa dalam kasus ini
terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu
bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan
penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

b. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam
perkara dengan nomor putusan 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yaitu penjatuhan

putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga
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mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang
meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini
adalah pidana penjara 1 (satu) tahun sehingga pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah memenuhi rasa keadilan.

Penulis :

Yarni Nikita Ahmady, B111 14 575, Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar,

2018.

F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae berasal dari bahasa
latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula
dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua.* Dari bahasa latin itulah turun
ke bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, Corrupt; prancis yaitu Corruption; dan
Belanda yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa
belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan
kepentingan publik atau maskat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
Dengan demiyarakian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah

korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction) dan nepotisme (nepotism).®

4 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 4.

5 Syed Husien Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES,
Jakarta, 2010, hal. 12.
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Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini
bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut :
a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan.
b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
c. Penyembunyian pelanggaraan.®
Menurut W. Sangaji, korupsi adalah perbuatan sesorang atau sekelompok orang
menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan
mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan
permohonannya.
Lebih lanjut beliau menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai
berikut:
a. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah
berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
b. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam
menjalankan kewajibannya.
c. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau
milik umum untuk kepentingan pribadi.
d. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan
keuangan dan perekonomian Negara.
e. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai

akibat pertimbangan yang illegal.’

6 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hal. 56.
"W. Sangaji, Tindak Pidana Korupsi, Indah, Surabaya, 2010, hal. 9.
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Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia,
disimpulkan oleh Poerwadarminta; “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.® Keberadaan Tindak Pidana
Korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak
berlakunya KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di
Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor
752, tanggal 15 Oktober 1915.

Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, keberadaan Tindak
Pidana Korupsi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, pada waktu seluruh wilayah
Negera Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 Juncto Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk
yang pertama Kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor
Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957
Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk
sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan
Penguasa Perang Pusat diganti dengan peraturan perundang-undang yang berbentuk
undang-undang.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

8 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 23.
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Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana
dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah
terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan
keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.°

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah
yang dimaksud yaitu kterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan
terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan
(Pasal 184 KUHAP).10

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal
8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Kemudian dalam Pasal 53
ayat (2) menyatakan bahwa : “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam
memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan

pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

® Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, hal. 103.

10 gatjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2010, hal. 11.
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Menurut Sudarto, sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu ada

serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan
yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu
merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat
dipidana.

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.!

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat di pidananya seseorang. Kesalahan

disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku Tindak Pidana
tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku Tindak Pidana harus ditentukan secara normatif dan
tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari
peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan
niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

11 Sudarto, Loc.Cit.
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Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu
untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu
keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum
pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik,
tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas
bawah).

e. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi
atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara

kekeluargaan.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku
berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan
cara berterus terang dan berkata jujur.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
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Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak
pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut,
membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan
pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu
perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku
mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan
yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa
ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian
hukum.*2

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan

putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisial.
3. Pengertian Putusan Hakim
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan”

sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim”

12 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 77.
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ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat
memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan
langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya
banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Pengertian putusan secara umum
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu : “Putusan pengadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1)
KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu :

a. Pasal 191 KUHAP

1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
tedakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana,
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang
ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga
kecuali karena ada alas an lain yang sah, terdakwa tidak ditahan.

b. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak
Pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Lebih lanjut Leden Merpaung menyebutkan, putusan hakim adalah hasil atau
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-
masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.*® Selanjutnya jika dibaca pada
buku tersebut ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampur adukkan. Ada juga yang
mengartikan putusan (vonnis) sebagai “vonis tetap”. Rumusan-rumusan yang kurang tepat
terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya
dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam
penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah
hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Ada juga yang disebut “interlocutoir” yang diterjemahkan dengan keputusan antara
atau keputusan sela dan “prematoire” yang diterjemahkan dengan keputusan
pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “provisionele” yang diterjemahkan
dengan keputusan sementara. Menurut Lilik Mulyadi, jika ditinjau dari visi teoritik dan
praktik putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena
jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk

tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.*

13 Leden Merpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
2011, hal. 406.

14 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT
Alumni, Bandung, 2015, hal. 203.



19

G. Metode Penelitian
Pada bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Agar mendapatkan hasil yang
maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Metode yang
dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analitis yakni untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala
lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu
gejala dengan gejala lain.
2. Tipe Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu mencari kebenaran sejati , oleh sebab itu
peneliatian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang bergembang
di suatu komunitas masyarakat.
3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data
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Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library
Research) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal,
internet, undang-undang, kamus dan sumber lainnya.

5. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data
yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan
peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas : Bahan hukum yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum yang terdiri dari
literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek
penelitian.

6. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, yaitu
cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada
konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat
pakar atau pandangan peneliti sendiri.
Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme analisis data yang diperoleh
dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga

menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan
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Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka sistematika
penulisan terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I.  Berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Il.  Berisi Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi, menguraikan Sejarah
Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi, dan Unsur-
Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Bab I1l.  Berisi Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, menguraikan
Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi, Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi,
dan Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV. Berisi Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi
putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata, menguraikan Posisi Kasus,
Putusan Pengadilan, dan Analisis Putusan Nomor
62/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn.

Bab V.  Berisi Penutup, menguraikan Kesimpulan dan Saran.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-
undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu melanggar undang-undang atau harus
diciptakan dulu peraturan sebelum peristiwa agar mencegah tindakan sewenang-wenang
dan memberi kepastian hukum. Sementara dari segi Sosiologis, kejahatan adalah
perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita juga sangat merugikan
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.!

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan
hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata Tindak Pidana berasal dari istilah yang
dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu Strafbaar Feit, kadang-kadang juga
menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum.? Oleh karena Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda
maka istilah aslinya pun sama yaitu Strafbaar Feit (perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang yang diancam dengan hukuman).

Simons, merumuskan bahwa Strafbaar Feit sebenarnya adalah tindakan yang
menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di

hukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan

! Tsarani Maharani, Kalau Cuma Mau Sederhanakan Perizinan Tak Usah Omnibus Law,
https://pakarhukum.com. diakses tgl 03 April 2020, pkl 17.00 WIB.
2 Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 11.
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dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.?

Menurut Hamzah, Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan
dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana karena melakukan
kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat
menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Sementara
Moeljatno, menjelaskan pula bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana
tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.* la menjelaskan antara
larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat
dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang
tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Seperti Hamzah dan Moeljatno, Pakar Pidana Pompe, memahami Tindak Pidana
adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan
sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.® Hal tersebut juga diungkapkan oleh Van

Hamel, yang menyatakan dalam bukunya bahwa Tindak Pidana adalah suatu serangan

3 PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.
185.

4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 54.

5 Tri Andrisma, Hukum Pidana, Unila, Bandar Lampung, 2010, hal. 81.
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atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, Kemudian Kanter dan Sianturi,
menegaskan bahwa tindak pidana diartikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan
keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan
dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Di dalam tindak pidana, selalu diawali dengan kata “barang siapa”, yang ditujukan
kepada pelaku Tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan
atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Perbuatan dilakukan dengan sengaja
adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk
kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud (Dolus Derictus),
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis).

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan
yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut
dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang
diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak
pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana
atau tidak diberi sanksi pidana.

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau
corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari

bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption,
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corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa
Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.®

Istilah Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” atau corruptus” yang berarti
kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.
Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata
’corrupteia” yang dalam bahasa Latin berarti ”bribery” atau “’seduction”, maka yang
diartikan corruptio” dalam bahasa Latin ialah “corrupter” atau seducer”. ”Bribery”
dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat
untuk keuntungan pemberi. Sementara “seduction” berarti sesuatu yang menarik agar
seseorang menyeleweng.’

Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari
pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan
suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan
kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain®

Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau

politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri

& Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 4.

" ANP Paturusi, Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan BUMN,
http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindakpidana/#ixzz32Qu090
CV, diakses tgl 17 April 2020, pkl 10.00 WIB.

8 Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika
Aditama, Bandung, 2014, hal 2.



http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindakpidana/#ixzz32Qu090 CV
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atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.®
Dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak
memuat pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1
Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana
Korupsi:*°
Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berarti, Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah semua ketentuan hukum materil
yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12

A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi
Syed Husen Al Atas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke

dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

9 Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu
Baru Lawan, KPK, Jakarta, 2009, hal. 7.

10 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, hal. 25.

1 hid.
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1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas
dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari
keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif
melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana
terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan
guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya,orang-orang,
atau hal-hal yang penting baginya.

3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi
dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk
memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan
istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan
dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud
pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan
tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa
depan.

5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang
berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan
memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan

secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan
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mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui

oleh orang lain.

7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh
korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan
terhadap dirinya.?

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga
sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur
yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena
tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerja pribadinya

2. Karena pekerjaannya

3. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak Pidana Penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan
kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat
melakukan Tindak Pidana Penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan
kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. Tindak Pidana
Penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti
karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya
atau berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang Tindak Pidana Penggelapan

yang dilakukan karena jabatan, melainkan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan

12 Chaerudin dkk, Op.Cit., hal. 39.
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oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk
menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan
pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas kepemerintahan.

Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja pada tugas kenegaraan atau
tugas pemerintahan diatur dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengutarakan
bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,
dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan
oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Meskipun begitu, dalam Putusan Kasasi tanggal 8 Mei 1957 No. 83K/Kr/1956,
Mahkamah Agung RI mengartikan bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang diatur
dalam Pasal 374 KUHP hanya sebagai Tindak Pidana Penggelapan jabatan saja. Hal ini
berarti apabila seorang pejabat pemerintahan melakukan Tindak Pidana Penggelapan di
dalam jabatannya, yang seharusnya pegawai tersebut dipidana dengan Pasal 415 KUHP

tetapi tetap dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang

dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP.13

13 _Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Medan, 2009, hal. 159.
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Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah
misalnya seorang staff dalam sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk
tujuan selain dari tujuan perusahaan tersebut.

Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya adalah antara majikan
dan buruh. Contoh dari tindak pidana penggelapan karena adanya upah berupa uang
adalah pekerja stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik
penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang milik penumpang.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan Tindak
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara
adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).

2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).

3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1
huruf b).

4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal
13).

5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a,

Pasal 12 huruf b).
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Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah
korupsi (Pasal 11).

Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a).

Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).

Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2).

Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).

Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).

Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah
korupsi (Pasal 8).

Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah
korupsi (Pasal 9).

Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).

Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10
huruf b).

Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10
huruf c).

Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f).
Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f).
Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).

Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1
huruf b).

Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf c).
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22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi
(Pasal 7 ayat 1 huruf d ).

23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal
7 ayat 2).

24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah
korupsi (Pasal 12 huruf h).

25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi
(Pasal 12 huruf i).

26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal

12 B).14

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak
pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan
yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.
Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

14 Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena,
Yogyakarta, 2010, hal. 6.
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5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.!®

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana
adalah:

a. Subjek

b. Kesalahan

c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau

perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur Tindak Pidana setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut
pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teotiris artinya berasal dari
pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut
pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan Tindak Pidana itu
dirumuskan menjadi Tindak Pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-
undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur Tindak
Pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya.

Menurut Simons, unsur-unsur Tindak Pidana (Strafbaar Feit) adalah:

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

3) Melawan hukum (onrechtmatig).

15 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97.
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4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari Tindak
Pidana (Strafbaar Feit). Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan
batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat
perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan
objek Tindak Pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai
batin atau melekat pada batin orangnya.®
(a) Unsur Objektif:

(1)Perbuatan orang.
(2)Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
(3)Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal

281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

(b)Unsur Subjektif
(1)Orang yang mampu bertanggung jawab.
(2)Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan.
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan

keadaan mana perbuatan itu dilakukan.’

16 Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 83.

17 Daliyo, S.H., Tinjauan Umum Tindak Pidana, http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-
unsur-tindak-pidana.html, diakses tgl 20 April 2020, pkl 14.27 WIB.
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Dari rumusan-rumusan Tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui

adanya 11 unsur Tindak Pidana, yaitu:

1.

2.

8.

9.

Unsur tingkah laku.

Unsur melawan hokum.

Unsur kesalahan.

Unsur akibat konstitutif.

Unsur keadaan yang menyertai.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan.

Unsur objek hukum tindak pidana.

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan

hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam Tindak Pidana, yaitu:

a. Perbuatan Tindak Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana.

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan

kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
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c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara
kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.
Strafbaar Feit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa

Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan
penerjemahan Strafbaar Feit menjadi Tindak Pidana. Adapun alasan beliau tidak
sepakat sebagai berikut:

1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannyalah yang dapat
dijatuhi pidana.

2) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga
kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat,
misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.

3) Istilah Strafbaar Feit sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan
secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah criminal act lebih
tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.8

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda
mengenai istilah Strafbaar Feit atau Tindak Pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak
terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Tindak Pidana Korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan melawan hukum,
b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

¢) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

18 Syaefullah Hamid, Positivisme Hukum Analitis, http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01,
diakses tgl 20 Oktober, pkl 14.42 WIB.
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d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.®
Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan Pasal Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:
Rumusan Pasal 2 ayat 1 adalah:?°
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan
denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”
Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) adalah:
(1)Melawan Hukum.
(2)Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
(3)Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.?
Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:
(a)Melawan Hukum:
Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menjelaskan:

19 B. Soedarsono, Korupsi, https:/id.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diakses tgl 19 April 2020, pkl
12.00 WIB.

20 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 28.

2L |bid.
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“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari
rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan
hukum.??

Sedangkan, sifat melawan hukum materiel artinya melanggar atau
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk
undang-undang dalam rumusan delik tertentu.?

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUUIV/2006,
membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semula, pengertian
“melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian
melawan hukum formil dan materil, menjadi pengertian melawan hukum formil

saja.?*

22 Amiruddin, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,
hal. 152.

2bid.

24 1bid., hal. 154.
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(b)Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada
keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi”’. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa,
“memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kayak” artinya mempunyai harta
yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.?

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi” dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.?

(c) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata ‘“dapat” sebelum frasa “merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana
Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan
bukan dengan timbulnya akibat.?’

Fokus dari delik formil (formil delict) adalah perbuatan, bukan akibat
sebagaimana delik materil (materil delict). Pada delik formil tidak perlu dicari
hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang

penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.?®

% 1bid.
% 1bid., hal. 155.
27 1bid.
28 1bid.
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Dalam menganalisis unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:°
(1)Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi
untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk
dituntut pidana.

(2)Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut.

2 1bid., hal. 156 — 159.
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Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan
kewajiban yang timbul karena:

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga
negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha
Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

(3)Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum
Undang-Undang  Pemberantasan TPK  menjelaskan  sebagai  berikut:
“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat
secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat
maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang bertujuan memberikan manfaar, kemakmuran, dan kesejahteraan
kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan Pasal 3 adalah:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
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padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)”
Unsur-unsur Pasal 3 adalah:
a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan.
c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:
1) Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat.
Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi.>°
P.ALF. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau
menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah
ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri),

orang lain, atau suatu korporasi secara materil harus terjadi. Yang dimaksud

30 Amiruddin, Op.Cit., hal. 214.
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dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi
segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung
arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau
perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau Kkorporasi
memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.3!

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar- benar terjadi atau
secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau
korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (detoournement de pouvoir) merupakan
konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam
hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (willekeur).®

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari Onrechtmatige Daad.
Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genus-nya onrechtmatige
daad.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline,

yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

3 1bid.
32 1bid.
¥ 1bid., hal. 199.
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a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan
kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah
benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa
kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan
lain.

c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang
seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah
menggunakan prosedur lain agar terlaksana.3*

Dalam hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan
wewenang.” Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan
wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi.
Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan
lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat
dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang”
tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan
pengerttian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

3) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Berkenaan dengan

unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis

3 1bid., hal. 200.
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jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang
sama di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan Sama dengan

penjelasan Pasal 2.
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BAB 111

JENIS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi
Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat alasan-alasan atau
sebab-sebab mengapa orang melakukan perbuatan korupsi. Andi Hamzah membuat
hipotesis mengenai sebab-sebab korupsi sebagai berikut:
1. Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan yang makin hari
makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien.
4. Modernisasi.*®
Marwan effendy turut mengambil bagian dalam menemukan jawaban dari sebab-
sebab korupsi, dengan berangkat dari pengertian korupsi yang disampaikan oleh Sheldin
S, Steinberg dan David T. Ausytern yang menyatakan bahwa :
“Korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang
baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem karier dan penggajian yang tidak
berbasis kinerja serta standar pelayanan minimal dan perilaku masyarakat yang serba

instan dalam setiap urusan.*

4 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 13.

50 Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum
Pidana, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 83.
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Mengenai korupsi tersebut Patrick Glynn, Stephen J.Korbin, dan Moise Naim dalam
buku terjemahan Kimberly Ann Elliot berpandangan bahwa :

“korupsi disebabkan sebagai akibat dari perubahan politik secara sistematis, sehingga
memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial politik, tetapi juga
hukum”.®!

Pendapat mereka tersebut nampak terbukti dalam perubahan politik di Indonesia
yang kini sedang dalam tahap reformasi. Sebelum reformasi atau ketika orde baru, korupsi
mejadi sistemik dan hierarkis. Kemudian dengan jatuhnya orde baru yang kemudian
munculnya pengenalan system pemilihan umum yang baru di tahun 1999 dan
implementasi desentralisasi di tahun 2001 membuat pola korupsi era orde baru menyusut,
tetapi dalam perkembangannya justru korupsi dalam skala kecil semakin meningkat
karena pemain lama yakni para pejabat kakap sudah absen. Meningkatnya korupsi dalam

skala kecil ini malah ternyata telah membuat suatu budaya yang dapat memaklumi

keikutsertaan dalam korupsi.>

B. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi
1. Subjek Hukum Orang
Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

51 Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy, Edisi Pertama, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 11.
52 |bid.
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a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya
tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan
tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak
pidana orang pada umumnya, yang in casu Tindak Pidana Korupsi disebutkan
dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga
subjek hukum Tindak Pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal
5 dan 6.

b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang
tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :

1. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf
a, b, e f, g hi);

2. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);

3. hakim (Pasal 12 huuf c);

4. advokat (Pasal 12 huruf d);

5. saksi (Pasal 24); bahkan

6. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).%

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor
20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi :

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Kepegawaian;

% Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang, 2010, hal. 343.
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b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau
upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara
atau masyarakat.>*

2. Subjek Hukum Korporasi
Dengan mengikuti apa yang disampaikan olen Mardjono Reksodiputro bahwa
dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban
pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :

a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang
bertanggung jawab.

b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.

c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.>

Pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dibaca pada

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan,
tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar
harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang

melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni :

5 Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 81.
%5 Adami Chazawi, Op.Cit., hal. 345.
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a. indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
b. secara sumir mengatur hukum acaranya;

c. mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.®®

C. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap
terdakwa Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :°’
1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
a. Pidana Mati
Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
b. Pidana Penjara
Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

% 1bid., hal. 346.
57 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 12.



o1

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perkonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang
yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan
terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal
21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap

orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.
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c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi
dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau
sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh
atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah
kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya
tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah

ditentukan dalam putusan pengadilan.
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Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu
Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatunkan adalah pidana denda dengan ketentuan

maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan

Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a.

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,
maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau
pengurusnya;

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama;

Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan

kepada orang lain;

. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di

pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke
sidang pengadilan;

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk
menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada

pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
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BAB IV

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM

PENGADAAN KAPAL WISATA

A. Posisi Kasus
1. ldentitas Terdakwa
Nama
Tempat Lahir
Umur/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

2. Kronologis Kejadian

: Naik Syahputra Kaloko, S.P.,M.M.,
: Sidikalang

: 45 Tahun/29 Juni 1970

- Laki-laki

- Indonesia

- JI. Runding Basecamp Gerbang I11 Sidikalang

Kabupaten Dairi

: Islam

: PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., MM. Selaku pejabat pembuat komitmen

(PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama dengan saksi Drs. Pardamean Silalahi selaku kepala dinas

Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi, saksi Drs. Capah selaku

pengawas lapangan (Keduanya Terdakwa lain dalam tuntutan terpisah) dan Nora Butar-
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butar, SH. selaku CV. Khayla Prima Nusa (Kualifikasi DPO) serta saksi Drs Tumbur M.

Simbolon selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jinto Barasa,

A.Md. selaku sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) saksi Ramles

Simbolon selaku anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jamidin

Sagala selaku Pengawas Lapangan / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Party

P.O. Simbolon, ST. selaku Asisten Teknik / Ketua Pengadaan Barang/Jasa (kelimanya

Tersangka dalam proses penyelidikan), sebagai yang melakukan atau turut serta

melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair,

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi , dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara cq.

Keuangan Daerah Kabupaten Dairi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar

Rp.551.357.374,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh puluh empat rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Menyatakan terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-

sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b,

Ayat (2) (3) Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

(Dakwaan Primair)
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b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M.,
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan dan dijatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta
Rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan

c. Menyatakan Barang Bukti :

Disita dari Jubel Sianturi

Disita dari Santiaman Sinaga

Disita dari Party P.O. Simbolon, ST.

Disita dari Pardamean Silalahi

Disita dari Naik Syaputra Kaloko, SP., MM.
Seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain

d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
10000,- (Sepuluh ribu Rupiah)

4. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

a. Menyatakan Terdakwa Naik Kaloko, S.P., M.M., tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2
ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e

KUHPidana (dakwaan Primair).
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Membebaskan Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., dari dakwaan-
dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pada pasal 191 ayat (1) KUHAP atau
setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., dari
semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat
(2) KUHAP.

Membebankan biaya perkara kepada Negara

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequi at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi)

Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Sela Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2016

a.

C.

Menyatakan menolak seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Naik
Syaputra Kaloko, S.P., M.M.

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
No0.62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. atas nama Terdakwa Drs Naik Syaputra
Kaloko, S.P., M.M., tersebut diatas

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 62/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn

a. Menyatakan terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., tersebut diatas, tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan Primair dan Subsidair.
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b. Membebaskan Terdakwa Naik Syaputra S.P., M.M., oleh karena itu dari semua
dakwaan Penuntut Umum.

c. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini
diucapkan.

d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta
martabatnya.

e. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain.

f. Membebankan biaya perkara kepada negara.

C. Analisis Putusan Nomor : 62/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam Penerapan Tindak
Pidana Korupsi, maka sebelum menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan
tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum
dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis
berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung-

jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang
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telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan
perbuatannya.

Menurut pendapat penulis terhadap putusan atau vonis bebas terhadap Terdakwa
Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M. dari dakwaan Primair dan Subsidair, merupakan
tindakan yang tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim memberikan kembali Putusan Sela
agar Jaksa Penuntut Umum dapat mencari lagi alat bukti terkait kasus tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M.

Menurut penulis, sebaiknya peraturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dikaji
ulang agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih berat lagi.
Karena penggelapan adalah awal mula korupsi. Jadi jika hukuman yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana korupsi di perberat, setidaknya masyarakat menjadi takut melakukan
perbuatan pidana terutama tindak pidana korupsi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak
memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang
kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap
peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim
baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap
tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu
peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang
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diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Hubungan Polri dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan ke dalam
rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk “Team Work” ini memerlukan
syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas
bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan
masyarakat.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai unsur sistem keamanan
lingkungan (siskamling), tetapi juga dalam menumbuhkan suatu kondisi yang mengurangi
rasa tidak aman dalam masyarakat setempat serta mengurangi warna dan praktek represif
dalam penegakkan hukum. “Team Work” ini pada dasarnya adalah unit pelayanan baru

yang lebih berorientasi preventif.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah korupsi berasal dari kata latin ’corruptio” atau ’corruptus” yang berarti
kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan
keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ’korupsi” yang berasal
dari kata ’corrupteia” yang dalam bahasa Latin berarti ”bribery” atau ’seduction”,
maka yang diartikan “corruptio” dalam bahasa Latin ialah “corrupter” atau
”seducer”. ”Bribery” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar
seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “’seduction”
berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

2. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :
Pidana Mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pidana Tambahan yakni Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana
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Tindak Pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut.

Analisis putusan bebas terhadap putusan atau vonis bebas terhadap Terdakwa Naik
Syaputra Kaloko, S.P., M.M. dari dakwaan Primair dan Subsidair, merupakan
tindakan yang tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim memberikan kembali Putusan
Sela agar Jaksa Penuntut Umum dapat mencari lagi alat bukti terkait kasus Tindak

Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M.

B. Saran

1.

Agar masyarakat baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai
pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana
korupsi, karena diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan

ketentuan hukum pidana yang sesuai.

. Agar aparat penegak hukum tak terjerat kerugian keuangan negara karena perbuatan

korupsi, maka dalam menjalankan tugas harus selalu memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Agar hakim tidak salah dalam menjalankan tugasnya, maka hakim haruslah
mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya berdasarkan
pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-
kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan hendaknya sesuai

dengan hukum yang berlaku tanpa memandang kedudukan dan hubungan
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kekeluargaan terdakwa. Berdasarkan atas keadilan yang nantinya dapat berguna

didalam kehidupan masyarakat.
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